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ABSTRAK 

 
TAKDIR SAPRIANSAH. 2022. Optimalisasi Pelayanan Shifting Permit Di 

Masa Pandemi COVID-19 Oleh Pt. Oremus Bahari Mandiri Cab. Samboja 
Kab. Kutai Kartanegara (Dibimbing oleh Rosliawaty A. Kosman dan Laode 
Hibay Umar). 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana Pandemi COVID-19 bisa berpengaruh terhadap 
efektivitas pelayanan Shifting Permit Kapal PT. Pertamina Hulu Mahakam 
di Perusahaan PT. Oremus Bahari Mandiri Cab. Kuala Samboja Kab. 
Kutai Kartanegara dan Hambatan apa saja yang dihadapi oleh PT. 
Oremus Bahari Mandiri dalam pelaksanaan Shifting Permit kapal milik PT. 
Pertamina Hulu Mahakam. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor PT. Oremus Bahari Mandiri 
cabang Kuala Samboja kabupaten Kutai Kartanegara, selama penulis 
melaksanakan praktek darat (PRADA) dari bulan Agustus 2020 hingga 
bulan Juni 2021. Sumber data yang diperoleh merupakan data primer 
yang langsung diperoleh dari tempat penelitian dengan cara observasi, 
wawancara langsung kepada pegawai perusahaan serta sumber data 
sekunder yaitu literatur-literatur yang berkaitan dengan judul skripsi. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
pelayanan Shifting Permit di masa Pandemi COVID-19  sudah berjalan 
dan maksimal namun terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi 
kelancaran proses pelayanan Shifting Permit di PT. Oremus Bahari 
Mandiri cabang Kuala Samboja kabupaten Kutai Kartanegara. Beberapa 
kendala yang dihadapi dalam proses pelayanan Shifting Permit antara lain 
Informasi yang mendadak perihal kapal yang akan dishifting dan terjadi 
antrian panjang di kantor KUPP kelas III Kuala Samboja, Adanya 
beberapa oknum owner kapal yang sulit untuk dihubungi dan slow respon 
untuk melakukan koordinasi dan komunikasi bila terjadi suatu masalah 
atau ada kekurangan kelengkapan dokumen Shifting Permit yang 
dibutuhkan. 

 
Kata Kunci:  Pandemi COVID-19, Shifting Permit, PT. Oremus Bahari 

Mandiri cabang Kuala Samboja. 
 
 
 
 
 
 



 
  

ABSTRACT 
 

 
TAKDIR SAPRIANSAH. 2022. Of Permit Shift Services During the 

COVID-19 Pandemic By Pt. Oremus Bahari Mandiri Cab. Samboja Kab. 
Kutai Kartanegara (Supervised by Rosliawaty A. Kosman and Laode 
Hibay Umar). 

 The objectives to be achieved from this research is to find out 
how the COVID-19 pandemic can affect the effectiveness of PT. 
Pertamina Hulu Mahakam at PT. Oremus Bahari Mandiri Cab. Kuala 
Samboja Kab. Kutai Kartanegara and what are the obstacles faced by PT. 
Oremus Bahari Mandiri in implementing the Shifting Permit for ships 
owned by PT. Pertamina Hulu Mahakam. 
 This research was carried out at the Office of PT. Oremus Bahari 
Mandiri Kuala Samboja branch, Kutai Kartanegara district, as long as the 
author carried out land practice (PRADA) from August 2020 to June 2021. 
The source of the data obtained was primary data directly obtained from 
the research site by means of observation, direct interviews with company 
employees and secondary data sources, namely the literature related to 
the title of the thesis. 
 The results obtained from this study indicate that the Shifting 
Permit service during the COVID-19 Pandemic has been running and is 
maximal, but there are several obstacles that affect the smooth Shifting 
Permit service process at PT. Oremus Bahari Mandiri Kuala Samboja 
branch, Kutai Kartanegara district. Some of the obstacles faced in the 
Shifting Permit service process include sudden information about ships 
that will be shifted and long queues at the KUPP class III Kuala Samboja 
office, There are several unscrupulous ship owners who are difficult to 
contact and slow responses to coordinate and communicate if something 
happens. there is a problem or there is a lack of completeness of the 
required Shifting Permit documents. 
 
Keywords: COVID-19 pandemic, Shifting Permit, PT. Oremus Bahari 

Mandiri Kuala Samboja branch. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Secara Geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri 

dari beribu-ribu pulau, dimana sebagian kecilnya berupa daratan dan 

sebagian besarnya berupa perairan, seperti laut, sungai dan danau. 

Diatas territorial daratan dan perairan tersebut membentang pula udara 

yang semua itu merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). Dan Indonesia diapit oleh dua Samudera yaitu 

Samudera Hindia dan Samudera Pasifik selain itu Indonesia diapit oleh 

2 Benua yaitu Benua Asia dan Benua Afrika.  

Adapun salah satu dampak negatif dari Letak Geografis Indonesia 

yaitu Indonesia sangat mudah terserang penyebaran wabah penyakit 

yang berasal dari negara lain misalnya Pandemi COVID-19, yang 

mengakibatkan banyak nyawa melayang dan perlambatan 

pertumbuhan ekonomi baik di darat, udara maupun laut. salah satu 

faktor Negara maritime dimana kedudukan dan fungsi laut yang 

dikelilingi pulau-pulau merupakan faktor yang sangat penting bagi 

kesatuan bangsa dimana penciptaan stabilitas politik, peningkatan 

ekonomi dan pemantapan kemakmuran. Pelayaran Negara Republik 

Indonesia sebagai Negara kepulauan merupakan salah satu moda 

transportasi yang tidak dapat dipisahkan dari moda transportasi lainnya 

yang ditata dalam system transportasinasional yang dinamis dan 

mampu mengadaptasi kemajuan dimasa depan mempunyai 

ketertarikan dan mampu melakukan pengangkutan secara masal, 

menghubungkan dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan.  

Untuk dapat menciptakan kondisi kapal yang dapat beroperasi 

dengan baik seperti yang diharapkan maka kapal-kapal harus laiklaut, 

yaitu keadaan kapal yang memenuhi persyaratan dokumen 
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keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, 

pengawakan, pemuatan, kesehatan, kesejahteraan awak kapal dan 

status hokum kapal untuk berlayar diperairan yang telah dituju. Salah 

satunya agar kapal yang dimaksud dalam keadaan laiklaut yaitu 

dengan melakukan pengawasan yang terus menerus baik terhadap 

kapal, perusahaan pelayaran, yang mengoperasikan kapal maupun 

terhadap awak kapal. Dengan menggunakan angkutan transportasi laut 

seperti Kapal, dimana Transportasi laut memiliki posisi yang sangat 

penting dalam membangun suatu daerah atau negara.  

Transportasi laut merupakan sarana untuk mempelancar roda 

perekonomian,  memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam 

rangka memantapkan wawasan nusantara dan meningkatkan 

ketahanan nasional, serta mempererat hubungan antar bangsa, yang 

diwujudkan dalam bentuk kewajiban dan tanggung jawab suatu Negara 

untuk melaksanakan fungsi pemeriksaan dilaut dan perairan setempat 

dengan batas-batas yang ditentukan, dan salah satu implementasinya 

dalam melakukan penegakan hukum dilaut, untuk menciptakan 

keselamatan dan keamanan laut secara terpadu di Negara tersebut. 

PT. OREMUS BAHARI MANDIRI merupakan salah satu perusahaan 

pelayaran yang bergerak dibidang keagenan kapal yang telah 

berkembang dan memiliki beberapa cabang di indonesia salah satunya 

di Kuala Samboja, Kab. Kutai Kertanegara. Yang bekerja sama dengan 

PT. Pertamina Hulu mahakam (PHM) dalam rangka kepengurusan 

Dokumen Kapal seperti Clearance in/out, Shifting Permit, Crew 

Change, dan Berbagai Dokumen Muatan untuk menunjang Kegiatan 

Pengeboran, Eksploitasi Minyak Bumi & Gas Alam (MIGAS) diarea 

Kuala Samboja & Sekitarnya. 

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Optimalisasi Pelayanan Shifting 

Permit di Masa Pandemi Covid-19 Oleh PT. Oremus Bahari 

Mandiri Cab. Samboja Kab. Kutai Kartanegara” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pandemi COVID-19 bisa berpengaruh terhadap 

efektivitas pelayanan Shifting Permit Kapal PT. Pertamina Hulu 

Mahakam di Perusahaan PT. Oremus Bahari Mandiri Cab. Kuala 

Samboja Kab. Kutai Kartanegara? 

2. Hambatan – hambatan apa saja yang dihadapi oleh PT. Oremus 

Bahari Mandiri dalam pelaksanaan Shifting Permit kapal milik PT. 

Pertamina Hulu Mahakam? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap kegiatan 

Shifting Permit Kapal PT. Pertamina Hulu Mahakam pada PT. 

Oremus Bahari mandiri Cabang Kuala Samboja Kab. Kutai 

Kartanegara. 

2. Untuk mengetahui Hambatan – Hambatan apa saja yang dihadapi 

PT. Oremus Bahari Mandiri dalam proses pelaksanaan Shfiting 

Permit kapal PT. Pertamina Hulu Mahakam dimasa Pandemi 

COVID-19. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan: 

1. Secara Teoris 

Dari penulisan Karya Ilmiah ini adalah sebagai bahan referensi 

dan masukan bagi para pembaca khususnya taruna/I PIP Makassar 

tentang proses penerbitan dokumen Shifting Permit selama masa 

Pandemi COVID-19 Kapal PT. Pertamina Hulu Mahakam pada PT. 

Oremus Bahari Mandiri cabang Kuala Samboja. 
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2. Secara praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan, atau 

saran kepada pihak perusahaan dalam menghadapi permasalahan 

yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikat kapal, sehingga 

perusahaan dapat mengerti, memahami proses pelaksanaan 

penerbitan Shifting permit pada masa pandemi COVID-19 di KUPP 

kelas III Kuala Samboja. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

A. Pengertian Pandemi 

Secara umum Pandemi adalah suatu wabah penyakit global. 

Menurut World Health Organization (WHO), pandemi dinyatakan 

ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batasi 

Pengertian istilah pandemi menurut KBBI dimaknai sebagai wabah 

yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografi 

yang luas. Dalam pengertian yang paling klasik, ketika sebuah 

epidemi menyebar ke beberapa negara atau wilayah dunia, wabah 

penyakit yang masuk dalam kategori pandemi adalah penyakit 

menular dan memiliki garis infeksi berkelanjutan. Maka, jika ada 

kasus terjadi di beberapa negara lainnya selain negara asal, akan 

tetap digolongkan sebagai pandemi. Pandemi umumnya 

diklasifikasikan sebagai epidemi terlebih dahulu yang penyebaran 

penyakitnya cepat dari suatu wilayah ke wilayah tertentu. 

 

B. Pengertian Dan Proses Penyebaran COVID-19  

Pandemi virus korona adalah pandemi penyakit corona virus 

2019 (COVID-19) yang sedang berlangsung yang disebabkan 

oleh sindrom pernapasan akut parah corona virus 2 (SARS-CoV-2), 

pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan , Cina.  

Wabah tersebut dinyatakan sebagai Darurat Kesehatan 

Masyarakat dalam Perhatian Internasional pada Januari 2020 dan 

pandemi pada Maret 2020. Pada 5 November  2020, lebih dari 48   juta 

kasus telah dikonfirmasi, dengan lebih dari 1,22  juta kematian 

dikaitkan dengan COVID-19. Terutama menyebar melalui udara ketika 

orang-orang berada di dekat satu sama lain cukup lama,  terutama 

https://www.wartaekonomi.co.id/tag6563/world-health-organization-who
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pandemic&usg=ALkJrhjfr1AhC8K-LrRpJKwMZ_YL7mtxcA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019&usg=ALkJrhj_DrwkZo2DmtjVO-0ME7RmFgnn1A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019&usg=ALkJrhj_DrwkZo2DmtjVO-0ME7RmFgnn1A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Severe_acute_respiratory_syndrome_coronavirus_2&usg=ALkJrhhDfeFCIkU5AmR1O0Z3VCbBWKiKQg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Wuhan&usg=ALkJrhhxhbax5vuG67ViscfzmPHkQkuiyg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Public_Health_Emergency_of_International_Concern&usg=ALkJrhjnfwdxNS9t1Hk1-l0O0OGWjzsCJw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Public_Health_Emergency_of_International_Concern&usg=ALkJrhjnfwdxNS9t1Hk1-l0O0OGWjzsCJw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Public_Health_Emergency_of_International_Concern&usg=ALkJrhjnfwdxNS9t1Hk1-l0O0OGWjzsCJw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_cases&usg=ALkJrhhiCMKQk1RgL1D3jQAVIb27hb6WRQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_cases&usg=ALkJrhhiCMKQk1RgL1D3jQAVIb27hb6WRQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_cases&usg=ALkJrhhiCMKQk1RgL1D3jQAVIb27hb6WRQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_cases&usg=ALkJrhhiCMKQk1RgL1D3jQAVIb27hb6WRQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_deaths&usg=ALkJrhhMWbCVaCEBqrhgsUPxe67ThoBGAg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_deaths&usg=ALkJrhhMWbCVaCEBqrhgsUPxe67ThoBGAg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Airborne_transmission&usg=ALkJrhhlamve4hIdGUqGZwE32w3ML-2LFQ
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melalui tetesan kecil atau aerosol , saat orang yang terinfeksi 

bernapas, batuk, bersin, bernyanyi, atau berbicara. 

Transmisi melalui fomites (permukaan yang terkontaminasi) belum 

dibuktikan secara meyakinkan.  Ini dapat menyebar paling cepat dua 

hari sebelum orang yang terinfeksi menunjukkan gejala 

(presymptomatic), dan dari individu tanpa gejala,. tetap menular hingga 

sepuluh hari dalam kasus sedang, dan dua minggu dalam kasus 

parah.  

 

C. Pengertian Pelayanan 

Pelayanan merupakan suatu proses keseluruhan dari 

pembentukan citra perusahaan, baik melalui media berita, membentuk 

budaya perusahaan secara internal, maupun melakukan komunikasi 

tentang pandangan perusahaan kepada para pemimpin pemerintahan 

serta publik lainnya yang berkepentingan. 

Menurut Amstrong dalam Freddy (2017:50) pelayanan atau 

service adalah setiap kegiatan atau manfaat yang dapat diberikan oleh 

suatu pihak kepada pihak lainnya yang tidak berwujud atau tidak pula 

berakibat.  

Menurut Philip Kottler dalam Freddy (2017:64) pelayanan dapat 

diartikan sebagai suatu aktivitas yang bermanfaat atau yang diberikan 

oleh satu atau beberapa pihak kepada pihak lain untuk dapat 

memasukan kebutuhan dan keinginan yang pada dasarnya bersifat 

berwujud dan tidak akan menimbulkan kepemilikan apapun kepada 

penerimanya. 

 

D. Pengertian Shifting Permit 

Menurut  Undang - undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  

2008 tentang  Pelayaran dokumen  Shifting  Permit (ijin gerak)  adalah 

dokumen yang dikeluarkan   oleh   kantor   syahbandar yang   

digunakan   bagi kapal yang   akan melakukan  pergerakan  dari  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Respiratory_droplet&usg=ALkJrhgbLgcLUgjrPFeZFqSh8ub4xAqLuQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Aerosol&usg=ALkJrhhS9HDUf9j4vy60kjUwcNzxtgYtNg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fomite&usg=ALkJrhid2N4wapiC6oHFVRFRHx2xB5vwMA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Asymptomatic&usg=ALkJrhhOpLHYOr3J88lZONzwLh3BReEb8w


7 
 

suatu  tempat  ke  tempat  lainnya  atau bergerak  dari suatu jetty ke 

jetty lainnya yang  masih bergerak dalam satu  kawasan  atau  satu 

daerah untuk melakukan suatu aktifitas seperti, bongkar/muat barang 

dan bunker. 

 

E. Persyaratan Penerbitan Dokumen Shifting Permit 

Adapun syarat-syarat yang diperlukan dalam proses penerbitan 

dokumen Shifting Permit (ijin gerak) kapal adalah sebagai berikut: 

1. Surat Permohonan 

Surat Permohonan berisi permohonan atau permintaan dari 

kantor pelayaran atau keagenan kepada kantor syahbandar untuk 

menerbitkan dokumen Shifting Permit (ijin gerak) kapal. 

Isi dari Surat Permohonan: 

a. NamaKapal 

b. Jenis Kapal 

c. Bendera Kapal 

d. GRTKapal 

e. Panjang Kapal 

f.   Nama NahkodaKapal 

2. Crew List Yang telah disahkan Oleh Syahbandar 

 Crew list merupakan salah satu dokumen wajib kapal yang 

berisikan sebagai berikut : 

a. Nama Crew Kapal 

b. Kebangsaan Crew Kapal 

c. Susunan Jabatan Crew Kapal 

d. Kode Buku Pelaut para Crew Kapal 

e. Masa Berlaku Buku Pelaut para Crew Kapal 

f.   Kode/ nomor sertifikat keahlian Pelaut yang dimiliki oleh crew 

kapal 

3. Memorandum Sertifikat Kapal 

 Merupakan daftar dokumen Sertifikat kapal yang dimiliki oleh 
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kapal tersebut dan menjadi persyaratan yang wajib. 

 

F. Memorandum Pemeriksaan Surat-surat Kapal 

 Memorandum adalah surat dengan isi yang sangat singkat. Bisa 

menjadi media komunikasi tertulis seperti surat namun ditulis 

dengan lebih padat, singkat dan jelas yang berisi tentang 

permintaan, permohonan, pemberitahuan, perintah arahan ataupun 

sesuatu hal yang harus dilakukan segera mungkin. isi dari 

memorandum pemeriksaan surat-surat kapal adalah: 

1. Surat Kebangsaan 

a. Surat Laut/Pas Besar, merupakan tanda kebangsaan bagi kapal 

Indonesia dengan isi kotor 500 m3 atau lebih, bukan kapal 

nelayan atau kapal pesiar. 

b. Surat Ukur, merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh 

pejabat yang berwenang bagian pengukuran mengenai besarnya 

kapal. 

2. Sertifikat Solas 1974 

a. Cargo Ship Safety Construction Certificate, merupakan sertifikat 

yang menyatakan ruangan kapal beserta bangunannya kapal 

mengangkat muatan menurut jenis kapal yang sesuai standar dan 

keselamatan kapal. 

b. Cargo Ship Safety Equipment Certificate, merupakan sertifikat 

yang menyatakan dan menerangkan perlengkapan dan 

peralatankapal. 

c. Cargo Ship Safety Radio Telegraphy Certificate, merupakan 

sertifikat yang menyatakan kapal dilengkapi dengan pesawat 

penerima dan pemancar radio sesuai dengan syarat tertentu. 

3. Sertifikat Marpol 1973 

a. Pollution Prevention Certificate, merupakan sertifikat yang 

menerangkan bahwa kapal tersebut tidak menyebabkan 

pencemaran udara dan polusi dilaut. 
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b. Last Port Cleareance, merupakan surat ijin berlayar yang 

dikeluarkan oleh pihak Syahbandar setempat dipelabuhan mana 

kapal singgah (lastport). 

4. Sertifikat Biro Klasifikasi terbagi 3 yaitu: 

a. Hull, merupakan sertifikat yang menyatakan jenis klasifikasi 

lambung kapal juga jenis lambung kapal. 

b. Machinery, merupakan sertifikat yang menyatakan permesinan 

kapal. 

c. Load Line, merupakan sertifikat yang menyatakan batas garis 

muat maksimal dan minimal kapal. 

5. Life Raft Certificate, merupakan sertifikat yang menyatakan 

pelampung penyelamat yang digunakan pada saat gawat darurat. 

6. Sertifikat Pemadam Api, merupakan sertifikat yang menyatakan 

kapal telah dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran. 

7. Asuransi Perlindungan Kapal 

  Asuransi Pengangkatan Rangka Kapal, merupakan sertifikat yang 

menerangkan bahwa kapal tersebut telah diasuransikan guna 

mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dilaut. 

 

G. Crew List  

Crew list adalah daftar nama–nama awak kapal yang ada diatas 

kapal dan dipakai pada saat kapal masuk dipelabuhan yang 

dituju.Untuk dapat diperiksa kelengkapan surat–surat apakah awak 

kapal yang bekerja memenuhi syarat yang ditentukan oleh pihak 

Syahbandar. 

 

H. Rencana Kegiatan Bongkar/Muat (RKBM) 

 Rencana Kegiatan Bongkar Muat (RKBM) adalah laporan yang 

berisi tentang rencana kegiatan pembongkaran atau pemuatan barang, 

laporan ini ditandatangani oleh Syahbandar. 
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I. Jasa Labuh/Jasa Kapal  

 Jasa labuh adalah jasa yang diberikan terhadap kapal untuk dapat 

berlabuh dengan aman menunggu pelayanan berikutnya untuk 

bertambat dipelabuhan atau untuk bongkar/muatan atau menunggu 

pelayanan lainnya (pengurusan dokumen). 

 Syarat-syarat diatas harus dipenuhi oleh perusahaan keagenan 

apabila suatu kapal akan melakukan pergerakan, kemudian syarat-

syarat tersebut diserahkan kepada kantor Syahbandar guna diproses 

sesuai prosedur penerbitan dokumen Shifting Permit, bila persyaratan 

tersebut lengkap dan tidak ada yang salah maka dokumen Shifting 

Permit dapat diterbitkan oleh kantor syahbandar, dan kapal siap untuk 

melakukan pergerakan/kegiatan disekitar wilayah otoritas. 

 

J. Proses Penerbitan Dokumen Shifting Permit 

Proses penerbitan SPOG pada dasarnya ada 2 tahap, yaitu 

pemeriksaan administraantif dokumen & surat kapal, dan yang kedua 

adalah pemeriksaan fisik kapal yang dilaksanakan secara bersamaan. 

 Pemeriksaan kapal dilakukan oleh petugas Kesyahbandaran 

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Syahbandar), pelaksanaan 

pemeriksaan adalah seketika saat kapal tiba di pelabuhan. 

Pemeriksaan fisik kapal merupakan pemeriksaan kondisi kapal 

dalam rangka memastikan kondisi fisik kelaiklautan kapal dan 

perlengkapannya. Pemeriksaan administratif kapal merupakan 

pemeriksaan kelengkapan dan keberlakuan dokumen &surat kapal, 

hasil dari pemeriksaan fisik dan administratif kapal disampaikan dalam 

bentuk endorsement untuk lebih lanjut diterbitkan SPOG. 

 

K. Pengertian Perusahaan Pelayaran 

Perusahaan pelayaran merupakan usaha industri jasa 

transportasi laut yang memberikan manfaat sangat besar bagi 

perpindahan suatu barang melalui perairan. 
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Berdasarkan kegiatannya pelayaran terbagi atas pelayaran 

niaga (shipping business, commercial shipping, merchant marine) dan 

pelayaran non-niaga. Adapun berdasarkan trayek yang dilayari terbagi 

atas kegiatan pelayaran nasionaldan kegiatan pelayaran internasional. 

Saat ini wilayah Indonesia berada dalam wilayah/rute pelayaran 

East Bond/west Bond sehingga pelabuhan-pelabuhan di Indonesia 

yang berada di rute tersebut merupakan pelabuhan-pelabuhan 

strategis untuk dikembangkan menjadi pelabuhan ’hub’. Namun 

sejalan dengan perkembangan perubahan iklim (Global Warming) 

kondisi strategis pelabuhan – pelabuhan di Indonesia dapat terancam 

karena rute pelayaran menunju barat dapat berubah langsung tanpa 

melalui wilayah Indonesia (north – west). 

Sebagai konsekuensi berada pada jalur internasional maka 

Indonesia harus mematuhi aturan-aturan/konvensi-konvensi terkait 

’Maritime Law’ (hukum laut internasional). Hukum laut internasional 

mengatur aspek-aspek pelayaran, baik yang berkaitan dengan 

masalah teknis, hukum positif, maupun yang berkenaan dengan 

penyelenggaraan atau pengusahaan pelayaran. 

 Meski Indonesia dikenal sebagai negara maritim, namun sampai 

hari ini kegiatan bisnis pelayaran di Indonesia masih didominasi oleh 

pelayaran asing, sehingga menjadi tantangan bagi kita untuk 

menjadikan pelayaran nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri.  

 

L. Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Oleh Perusahaan Pelayaran  

 Dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1969 

tentang Perhubungan laut yang berisi ketentuan mengenai 

perusahaan pelayaran harus memenuhi syarat-syarat: 

1. Merupakan perusahaan pelayaran milik negara. 

2. Merupakan perusahaan milik pemerintah daerah sesuai dengan 

ketentuan perundang- undangan yang berlaku. 

3. Merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas. 
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4. Tersedianya modal kerja yang cukup untuk kelancaran usaha. 

 

M. Kewajiban-kewajiban Perusahaan Pelayaran 

Bila persyaratan sebagaimana tersebut diatas sudah dipenuhi, 

maka perusahaan pelayaran dikenai kewajiban-kewajiban antara lain: 

1. Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam surat perjanjian. 

2. Mengumumkan kepada umum mengenai peraturan perjanjian 

kapal, tarif dan syarat-syarat pengangkutan. 

3. Menerima pengangkutan penumpang, barang, hewan, dan pos satu 

dan yang lain sesuai dengan persyaratan teknis kapal. 

4. Memberikan prioritas kepada pengangkutan barang-barang 

sandang pangan lain sesuai dengan persyaratan teknis bahan- 

bahan industri dan eksport. 

5. Memberitahukan kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri 

perhubungan, tarif pengangkutan yang digunakan, manifest dan 

keanggotaan conference atau bentuk kerjasama lainnya. 

 

N. Jenis-jenis Pelayaran 

Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun1969, 

jenis-jenis pelayaran dibagi dalam 3 kelompok, antara lain: 

1. Pelayaran dalam negeri terbagi 4 jenis yaitu: 

a. Pelayaran nusantara, yaitu pelayaran antar pulau antar 

pelabuhan Indonesia tanpa memandang jurusan. 

b. Pelayaran lokal atau pelayaran jurusan tetap, yaitu bertugas 

menunjang kegiatan pelayaran nusantara dan pelayaran luar 

negeri, dengan menggunakan kapal-kapal di bawah tonase 175 

GRT. 

c. Pelayaran rakyat, yaitu pelayaran nusantara dengan 

menggunakan perahu layar tradisional. 

d. Pelayaran penundaan laut, yaitu pelayaran nusantara dengan 

menggunakan tongkang-tongkang yang ditarik oleh kapal-kapal 
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tunda (tugboat). 

2. Pelayaran luar negeri terbagi 2 jenis yaitu: 

a. Pelayaran samudra dekat, yaitu pelayaran kepelabuhan 

pelabuhan negara tetangga yang tidak lebih dari 3000 mil laut 

dari pelabuhan terluar Indonesia. 

b. Pelayaran samudra, yaitu pelayaran dari dan ke luar negeri yang 

bukan pelayaran samudra dekat. 

3. Pelayaran Khusus, yaitu merupakan pelayaran dalam dan luar 

negeri dengan menggunakan kapal-kapal pengangkut khusus untuk 

pengangkutan hasil industri pertambangan dan hasil- hasil usaha 

lainnya yang bersifat khusus. Misalnya: minyak bumi, batu bara. 
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O. Kerangka Pikir 

Untuk mempermudah dalam menyusun hasil penelitian ini, 

digunakan kerangka pemikiran secara sistematika yang berupa 

diagram sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Hipotesis  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

hipotesis penelitian ini adalah: Diduga Pandemi COVID-19 

berpengaruh terhadap kurang optimalnya pelayanan Shifting Permit 

kapal PT. Pertamina Hulu Mahakam di Perusahaan PT. Oremus 

Bahari Mandiri Cab. Kuala Samboja Kab. Kutai Kartanegara. 

 

Pelayanan Shifting Permit dimasa 

Pandemi COVID-19 

Bagaimana Pelaksanaan 

Shifting Permit dimasa 

Pandemi COVID-19 

Hambatan-hambatan apa saja 

yang dihadapi dalam pelaksanaan 

Shifting Permit dimasa Pandemi 

COVID-19 

Usaha-usaha yang dilakukan untuk 

mengatasi hambatan-hambatan dalam 

pelaksanaan Shifting Permit dimasa 

Pandemi COVID-19 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan secara 

ilmiah. Penelitian adalah terjemahan dari kata inggiris research. Dari itu 

ada juga menerjemahkan research sebagai riset. Research itu sendiri 

berasal dari kata yang berarti kembali dan tosearch berarti mencari. 

Dengan demikian arti sebenarnya dari kata research atau riset adalah 

mecari kembali. 

Metodologi penelitian adalah cara atau teknis yang dilakukan 

dalamp penelitian yang dimana sebuah penelitian harus berdasar kan 

pada material data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, baik 

secara teori maupun fakta dilapangan. Sehingga hasil penelitian itu 

mempunyai hasil nilai positif. Secara umum metode penelitian diartikan 

sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis pada saat melakukan 

penelitian yaitu Penelitian lapangan studi khusus yang didesain secara 

Deskriptif, Penelitian Deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang 

bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai kegiatan atau 

hubungan antara fenomena yang diuji.  

Dalam penelitian ini, Penulis berusaha untuk memperoleh deskripsi 

secara lengkap dan akurat dari suatu situasi. 
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B. Definisi Operasional Variabel / Deskripsi Fokus 

Adapun defenisi operasional variable pada penelitian ini adalah 

penelitian untuk mengetahui terhadap beberapa kegiatan dalam 

pelaksanaan Shfiting Permit sebagai berikut: 

1. Memorandum adalah surat yang berisikan daftar dan informasi 

tentang sertifikat kapal yang dimiliki oleh kapal tersebut, dan 

merupakan syarat penting dalam pelaksanaan pelayanan kapal 

seperti, Clearance In/Out, Shifting Permit, dan Docking Kapal. 

2. Crew list adalah daftar nama–nama awak kapal yang ada diatas 

kapal dan dipakai pada saat kapal masuk dipelabuhan yang dituju. 

Untuk dapat diperiksa kelengkapan surat–surat apakah awak kapal 

yang bekerja memenuh isyarat yang ditentukan oleh pihak 

Syahbandar. 

3. Rencana Kegiatan Bongkar Muat (RKBM) adalah laporan yang 

berisi tentang rencana kegiatan pembongkaran atau pemuatan 

barang, laporan ini ditandatangani oleh Syahbandar. 

 

C. Populasi Dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian  

Populasi merupakan seluruh unit yang akan diteliti dsetidaknya 

mempunyai satu sifat yang sama. Dan yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini yaitu sebanyak 23 kapal dari berbagai Jenis kapal milik 

PT. Pertamina Hulu Mahakam, yang diageni oleh PT. Oremus Bahari 

Mandiri untuk kegiatan Shifting Permit. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel merupakan representasi dari populasi yang diteliti dan 

yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 23 kapal 

yang beroperasi di wilayah Senipah, yang diageni oleh PT. Oremus 

Bahari Mandiri cabang Kuala Samboja. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini selain perlu menggunakan metode yang tepat, juga 

perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data relevan. Penggunaan 

teknik dan alat pengumpul data yang tepat memungkinkan 

diperolehnya data yang objektif. Untuk memperoleh data yang 

diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa 

Metode Pengumpulan Data yang dilakukan dari jenis penelitian ini yaitu 

data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk informasi baik 

secara lisan maupun tulisan yang berkaitan dengan masalah yang 

dibahas. 

Proses pengambilan data dan informasi dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Data Primer 

 Data primer merupakan data yang diambil langsung dari 

lapangan. Observasi dengan cara melakukan pengamatan secara 

langsung di lapangan. Alasan dilakukan observasi adalah untuk 

memperoleh gambaran secara realistis sesuai yang didapatkan 

penulis pada saat di lapangan sesuai tema penelitian. 

 Adapun hasil observasi yang didapatkan oleh penulis adalah 

tata cara proses Pengurusan dokumen Shifting Permit berbagai jenis 

kapal milik PT. Pertamina Hulu Mahakam Yang diageni oleh PT. 

Oremus Bahari Mandiri (tempat penulis melakukan Observasi 

Penelitian). 

2. Data Sekunder 

 Merupakan data yang didapatkan dan telah di olah oleh pihak 

lain. Pengumpulan data sekunder dapat melalui pengumpulan data 

yang tertulis maupun data yang tidak tertulis sebagai berikut: 

a. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan metode yang dilakukan dengan 

cara meminta arsip atau laporan yang terkait dengan pelaksanaan 
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Shifting Permit kapal PT. Pertamina Hulu Mahakam selama 

Pandemi COVID-19 oleh PT. Oremus Bahari Mandiri Cab. Kuala 

Samboja Kab. Kutai Kartanegara. 

b. Media Sosial 

 Yaitu metode pengumpulan data yang didapat dari 

informasi internet, dengan mengembangkan pengamatan yang 

didapat dari sumber bacaan. Akan tetapi media sosial hanya 

sebagai alat pendukung saja, tidak sepenuhnya digunakan dalam 

penulisan Tugas Akhir. Adapun data yang didapatkan oleh penulis 

dari informasi media sosial/Internet yakni Pertumbuhan dan 

dampak Penyebaran COVID-19 di dunia pada umumnya dan pada 

khususnya di Indonesia. 

 

E. Perincian Data Yang Diperlukan 

 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya maka 

data-data perusahaan yang penulis butuhkan berupa: 

1. Memorandum 

2. Crew List 

3. Rencana Kegiatan Bongkar Muat 

 

F. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan data yang di peroleh, maka digunakan metode 

analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis temuan temuan yang 

terdapat di lapangan dengan ukuran berupa teori teori yang relevan 

dengan masalah yang di teliti, sehingga ditemukan penyebab timbulnya 

masalah. 

Yang dimaksud penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur 

pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan keadaan 

subjek atau objek. Di samping itu juga penulis mencoba memberikan 

pemecahan masalah untuk setiap masalah serta memberikan saran 
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maupun pengetahuan, yang di dapatkan penulis dari pengalaman 

selama melaksanakan praktek langsung di lapangan. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum PT. Oremus Bahari Mandiri 

1. Profil PT. Oremus Bahari Mandiri Cabang Kuala Samboja Kab. 

Kutai Kartanegara 

 PT. Oremus Bahari Mandiri Cabang Kuala Samboja Kab. 

Kutai Kartanegara Merupakan Perusahaan pelayaran yang 

bergerak dibidang Keagenan kapal, mulai beroperasi pada tanggal 

05 desember 2019 dan berkantor pusat di surabaya, Jawa Timur. 

    Adapun Visi-misi PT. Oremus Bahari Mandiri sebagai berikut: 

a. Visi Perusahaan 

   Menjadi perusahaan yang berkualitas, profesional dan 

terpercaya yang menjadi pilihan utama oleh pelanggan yang 

berkualitas. 

b. Misi Perusahaan 

   Prioritas kepuasan pelanggan bekerja dengan sangat baik 

dalam semua proses dengan memperhatikan aspek 

keselamatan dan kepuasan pelanggan dijaga secara terus 

menerus untuk membangun loyalitasnya selalu tanggap dan 

mengakomodasi kebutuhan pelanggan akan solusi terbaik. Tidak 

berbeda jauh dengan kantor pusat dalam hal vis-misi, PT. 

Oremus Bahari Mandiri Cabang Kuala Samboja Kab. Kutai 

Kartanegara, juga terus berinovasi mengikuti perkembangan 

zaman serta kebutuhan pasar jasa keagenan kapal, guna 

menarik para pelanggan sebanyak-banyaknya dengan 

memberikan pelayanan yang terbaik dan menampilkan 

kemampuan sumber daya manusia yang dimilikinya. 
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2. Tata Nilai PT. Oremus Bahari Mandiri 

a. Klien 

Dengan menyadari bahwa perusahaan kita pada dasarnya 

adalah bisnis jasa, setiap tugas dan prosedur harus diukur 

dengan kemudahan klien, keamanan klien dan kepuasan klien 

sebagai pedoman. Kami akan memastikan bahwa setiap klien 

merasa yang terbaik telah diberikan oleh layanan kami. 

b. Tenaga Kerja 

Kami menetapkan bahwa profesionalisme staf kami adalah 

persyaratan, tetapi kami perlu mengambil langkah berikutnya, 

untuk benar-benar mendengarkan kebutuhan klien, 

mengantisipasi jika kami dapat sesuai dengan kemampuan kami, 

dan kemudian memberikan alternatif dan solusi. 

c. Integritas 

Atas kepercayaan semua staf kami, kami selalu menangani 

masalah integritas dengan sangat serius. 

d. Inovasi 

Kami akan selalu mencari ide-ide baru, tidak hanya dalam 

teknologi tetapi juga dalam sistem bisnis, dan dalam hal-hal yang 

tampaknya sederhana untuk dikelola agar tumbuh menjadi 

kekuatan bisnis yang andal. 

e. Mitra Perusahaan 

Kompleksitas yang semakin meningkat dan tekanan dari 

pesaing telah menggerakkan kami untuk mencari solusi melalui 

kemitraan. Demikian pula, dengan berfokus pada apa yang kita 

lakukan terbaik, dan bergabung, kita bersama dengan mitra 

dapat menjembatani semangat kerja sama yang saling 

menguntungkan. 
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3. Struktur Organisasi PT. Oremus Bahari Mandiri Cabang Kuala 

Samboja Kab. Kutai Kartanegara 

 Suatu struktur organisasi dikatakan baik dan tepat apabila di 

dalamnya terdapat pembagian tugas dan wewenang yang jelas 

guna mencapai tujuan perusahaan. Dalam hal ini dituntut adanya 

tanggung jawab agar setiap karyawan mengetahui tugas dan 

fungsi masing-masing. Pada akhirnya setiap karyawan termotivasi 

untuk bekerja lebih giat dan kreatif sesuai dengan aturan yang 

telah ditentukan oleh perusahaan. 

 Sebaliknya tanpa adanya struktur organisasi yang tepat 

maka akan berakibat terjadi ketidak sesuaian dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab bagi setiap karyawan. 

Hal ini tentunya akan menghambat pencapaian tujuan perusahan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap karyawan hendaknya 

mampu menunjukkan tingkatan aktivitas kerja yang satu dengan 

yang lain dan sampai pada tingkatan tertentu menunjukkan tingkat 

spesialisasi dari aktivitas kerja tersebut. 

 Struktur organisasi PT. Oremus Bahari Mandiri cabang 

Kuala Samboja Kab. Kutai Kartanegara secara jelas menunjukkan 

pembagian wewenang dan tanggung jawab, serta tata kerja yang 

sedemikian rupa sehingga Direktur perusahaan lebih mudah 

melakukan pengawasan secara efektif dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Penyusunan struktur organisasi perusahaan dan 

tingkatan jabatan berdasarkan tingkatan pendidikan dan keahlian 

masing-masing karyawan yang telah diperoleh. 
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Gambar.4.1 Struktur organsasi PT.Oremus Bahari Mandiri Kuala Samboja 

Kab. Kutai Kartanegara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                            Sumber: PT. Oremus Bahari Mandiri 

 

4. Persyaratan Penerbitan Dokumen Shifting Permit di KUPP 

Kelas III Kuala Samboja 

Dokumen Shifting Permit (ijin gerak) merupakan dokumen yang 

diterbitkan oleh kantor Syahbandar yang digunakan bagi kapal 

yang akan melakukan pergerakan dari suatu tempat ketempat 

lainnya atau bergerak dari suatu jetty ke jetty lainnya yang masih 

bergerak dalam satu kawasan atau daerah untuk melakukan suatu 

aktivitas. Jadi dokumen ini nantinya akan digunakan bagi kapal-

kapal milik PT. Pertamina Hulu Mahakam yang akan melakukan 

pergerakan untuk mempelancar aktivitas kegiatan pengeboran 

minyak di wilayah Kalimantan khususnya di Kuala Samboja kab. 

Kutai Kertanegara sebagai salah satu produsen minyak dan gas 

Solihin 

Direktur Utama 

Alexander Aritonang 

Sekretaris 

Syamsul Bahri Nasution 

Kepala divisi operasional 

cab. Kalimantan Timur 

Wawan Firmansyah 

Staff Operational 

Agus Salim Jafar 

Staff Operational 
Rina  

Staff Keuangan 

 

Alwin 

Kepala cab. Samboja 
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terkemuka di Indonesia. 

Adapun persyaratan penerbitan dokumen Shifting Permit yang 

telah ditentukan oleh kantor KUPP kelas III Kuala Samboja & harus 

dipenuhi oleh PT. Oremus Bahari Mandiri. Adalah sebagai berikut: 

a. Surat Permohonan 

Surat Permohonan berisikan sebagai berikut: 

1) Logo dan identitas perusahaan pelayaran 

2) Nama kapal 

3) Jenis kapal 

4) Panjang & GT kapal 

5) Nama nahkoda kapal 

6) Tanggal periode masa berlaku Surat Persetujuan Olah    

Gerak 

7) Permohonan/permintaan resmi dari kantor perusahaan 

pelayaran kepada kantor syahbandar untuk dapat 

menerbitkan dokumen Shifting Permit (ijin gerak) kapal dari 

PT. Pertamina Hulu Mahakam. 

Gambar 4.2 Surat Permohonan 

 

  Sumber: PT. Oremus Bahari Mandiri 
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b. Memorandum  

Memorandum yang disiapkan merupakan memorandum 

yang telah disahkan sebelumnya oleh petugas KUPP kelas III 

kuala samboja, yang menandakan bahwa semua dokumen 

sertifikat kapal telah diperiksa terlebih dahulu pada saat kapal 

tersebut melakukan Clearance In. Dan dokumen kapal tersebut 

disimpan di kantor KUPP kelas III kuala samboja, selama kapal 

tersebut berada (stand by) diwilayah perairan otoritas KUPP 

kelas III Kuala Samboja. Adapun isi dari memorandum sebagai 

berikut:  

1) Nama, jenis, GT, dan panjang kapal 

2) Nama nahkoda kapal 

3) Daftar dari nama-nama sertifikat yang ada didokumen kapal 

4) Waktu & tempat penerbitkan sertifikat kapal  

5) Daftar masa berlakunya sertifikat tersebut 

6) Tanggal dan tempat pengesahan memorandum 

7) Nama & paraf petugas syahbandar yang mengesahkan dan 

agen yang mengajukan memorandum tersebut.  

Gambar 4.3 Memorandum 

 

Sumber: PT. Oremus Bahari Mandiri 
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c. Crew List (Daftar Awak Kapal) 

Crew list yang disiapkan sama halnya dengan memorandum 

yang telah disahkan terlebih dahulu, adapun isi dari crew list 

adalah: 

1) Nama & jenis kapal 

2) Panjang & GT kapal 

3) Daftar nama-nama awak kapal yang ada diatas kapal yang 

tersusun berdasarkan dengan jabatannya masing-masing. 

4) Biodata singkat awak kapal seperti tempat tanggal lahir & usia 

5) Nomor & masa berlaku identitas awak kapal yang mengacu 

pada dokumen crew kapal itu sendiri seperti buku pelaut, 

Sertifikat (BST, Rating, keahlian/keterampilan). 

Gambar 4.4 Crewlist 

 

                                                   Sumber: PT. Oremus Bahari Mandiri 

 

d. Permohonan Rencana Kegiatan Bongkar Muat (RKBM) 

  Rencana Kegiatan Bongkar Muat (RKBM) merupakan 

laporan sekaligus permohonan yang berisi tentang: 

1) Nama & jenis kapal pengangkut muatan 

2) Jumlah & jenis muatan yang akan dimuat/dibongkar 

3) Waktu & tempat rencana kegiatan pembongkaran atau 
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pemuatan barang yang dibuat oleh agen perusahaan 

pelayaran dan kemudian dibuatkan surat Persetujuan 

Bongkar/muat lalu ditandatangani oleh kepala Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Samboja. 

               Gambar 4.5 IBM 

                      

                                                      Sumber: PT. Oremus Bahari Mandiri 

 

e. Bukti Pembayaran PNBP Jasa Labuh & VTS Kapal 

Bukti pembayaran PNBP jasa labuh & VTS kapal Merupakan 

biaya tagihan jasa penggunaan labuh yang digunakan oleh pihak 

kapal untuk belabuh baik kegiatan Clearance Out ataupun 

Shifting Permit. Besarnya biaya tagihan tersebut ditentukankan 

oleh kementrian keuangan melalui sistem informasi PNBP online 

(SIMPONI) dalam bentuk billing resmi, yang dibuat oleh petugas 
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Syahbandar. Adapun tagihan tersebut nantinya setelah 

dibayarkan (wajib) oleh agen pengguna jasa maka agen 

pengguna jasa tersebut akan menerima bukti pembayaran 

secara online dalam bentuk nota PNBP. 

                Gambar 4.6 Pembayaran Jasa Perkapalan 

                 

                     Sumber: PT. Oremus Bahari Mandiri 

 

5. Proses Alur Pelaksanaan Kegiatan Shifting Permit PT. Oremus 

Bahari Mandiri di KUPP Kelas III Kuala Samboja 

Setelah semua persyaratan terpenuhi, berikut proses alur 

pelaksanaan kegiatan Shifting Permit PT. Oremus Bahari Mandiri 

pada KUPP kelas III Kuala Samboja: 

a. Pihak dari perusahaan PT. Pertamina Hulu Mahakam 

menghubungi secara langsung atau mengirim E-mail kepada 

pihak dari perusahaan PT. Oremus Bahari Mandiri (agen) bahwa 

kapal dari PT. Pertamina Hulu Mahakam akan melakukan 

kegiatan olah gerak (Shifting). Apabila kapal yang akan di 

shifting sebelumnya sudah pernah di clearance in dan dokumen 

kapal sudah disimpan di kantor KUPP kelas III Kuala Samboja, 

dalam artian kapal tersebut sudah (stand by) di perairan wilayah 

otoritas setempat, maka PT. Pertamina Hulu Mahakam cukup 
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menyiapkan daftar nama & jumlah kapal yang akan di Shifting, 

kemudian mengirimkannya kepada PT. Oremus Bahari Mandiri 

(agen). Tetapi apabila kapal tersebut baru akan di Clearance In, 

maka PT. Pertamina Hulu Mahakam harus menyiapkan 

dokumen kapal tersebut dari kapalnya langsung kemudian 

menitipkannya dibagian petugas jetty PHM (Dischpatcher). 

dikarenakan alasan mencegah penularan pandemi COVID-19, 

sehingga agen PT. Oremus Bahari Mandiri tidak diperkenankan 

masuk & mengambil langsung ke kapal tersebut. 

                  Gambar 4.7 Work Order (W/O) PT. Pertamina Hulu Mahakam 

 

                       Sumber: PT. Oremus Bahari Mandiri 

 

b. Kemudian agen dari perusahaan PT. Oremus Bahari Mandiri 

terlebih dahulu mempersiapkan dan mengecek persyaratan yang 

telah ditentukan oleh kantor Syahbandar. 

     Gambar 4.8 Mempersiapkan dan Pengecekan Dokumen 

     

                                Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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c. Apabila syarat-syarat diatas telah dipenuhi oleh agen PT. 

Oremus Bahari Mandiri, berikutnya agen akan menyerahkan 

persyaratan kelengkapan dokumen tersebut dengan mengajukan 

permohonan Shifting Permit terlebih dahulu ke KUPP kelas III 

kuala samboja, dibagian Petugas Kesyahbandaran untuk dapat 

diproses sesuai prosedur yang berlaku di KUPP Kelas III Kuala 

Samboja. 

      Gambar 4.9 Penyerahan Persyaratan Shifting Permit  

      

      Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

d. Kemudian setelah dokumen tersebut diproses oleh petugas 

Kesyahbandaran, maka agen PT. Oremus Bahari Mandiri 

menyerahkan lembar bukti permohonan Shifting Permit kepada 

petugas bagian lala, untuk dibuatkan billing penagihan jasa 

tambat & VTS kapal yang telah selesai diproses. 
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                                                        4.10 Billing PNBP 

                

                                                Sumber: PT. Oremus Bahari Mandiri 

 

e. Setelah billing dibayarkan oleh agen pengguna jasa, dokumen 

Shifting Permit yang telah selesai diproses sebelumnya 

diserahkan kembali ke agen PT. Oremus Bahari Mandiri. 

Selanjutnya bukti pembayaran berupa nota PNBP, diserahkan ke 

petugas tata usaha KUPP kelas III kuala samboja dilampirkan 

dengan dokumen kelengkapan Shifting Permit (copy) seperti 

permohonan, SPOG, crew list, dan memorandum untuk dijadikan 

arsip kantor KUPP kelas III Kuala Samboja.                             
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                                      Gambar 4.11 Bukti Pembayaran Biling   

                                   

                                              Sumber: PT. Oremus Bahari Mandiri 

 

f. Setelah dokumen Shifting Permit diterima oleh agen perusahaan 

PT. Oremus Bahari Mandiri, kemudian Agen menyerahkan 

dokumen Shifting Permit berupa surat persetujuan olah gerak 

kapal (SPOGK) & crew list (asli) yang sudah dipacking dengan 

rapi kepada petugas jetty milik PT. PHM untuk dibagikan ke 

kapal-kapal PT. Pertamina Hulu Mahakam, sesuai dengan 

protokol kesehatan yang berlaku untuk mencegah penularan 

virus COVID-19. Kapal dapat melakukan pergerakan guna 

menunjang kegiatan PT. Pertamina Hulu Mahakam, apabila 

dokumen Shifting Permit sudah berada diatas kapal, jika tidak 

kapal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 
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                                              Gambar 4.12 SPOG 

                  

                                              Sumber: PT. Oremus Bahari Mandiri 

 

6. Rekapitulasi Shifting Permit Kapal milik PT. Pertamina Hulu 

Mahakam 

Adapun rekapitulasi jumlah sesuai tipe kapal-kapal yang 

telah diterbitkan Shifting Permit-nya milik PT. Pertamina Hulu 

Mahakam area kuala Samboja yang diageni oleh PT. Oremus 

Bahari Mandiri. Seperti pada gambar berikut: 
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         Gambar 4.13 Rekapitulasi Shifting Permit 

            

                                               Sumber: PT. Oremus Bahari Mandiri 

 

 Keterangan 

1. Tug Boat   : 7 kapal 

2. Utility Boat  : 1 kapal 

3. Crew Boat  : 8 kapal 

4. AHT   : 3 kapal 

5. DSV   : 1 kapal 

6. Tongkang                : 3 kapal 

Total Keseluruhan : 23 kapal 
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7. Skema Alur Pelayanan Kegiatan Shifting Permit di KUPP 

 Gamar 4.17 Bagan Alur Proses Penerbitan Dokumen Shifting Permit 

Kapal PT. Pertamnia Hulu Mahakam dimasa Pandemi COVID-19 

oleh PT. Oremus Bahari Mandiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                           Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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8. Hambatan-Hambatan Yang Dialami PT. Oremus Bahar Mandir 

Pada Proses Pelayanan Kegiatan Shifting Permit Selama 

Pandemi COVID-19. 

Dalam proses pelayanan Shifting Permit kapal PT. 

Pertamina Hulu Mahakam oleh PT. Oremus Bahari Mandiri, 

terdapat beberapa hambatan yang terjadi dilapangan, sebagai 

berikut: 

a. Informasi yang mendadak perihal kapal yang akan dishifting, 

yang disampaikan oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada 

agen PT. Oremus Bahari Mandiri & antrian panjang di kantor 

KUPP kelas III Kuala Samboja. Adapun kapal yang mendadak 

untuk dishifting yakni: TB. Logindo Mighty, TB. Limin Z-One dan 

TB. Megawati IX. Dan beberapa perusahaan pelayaran yang 

terlibat dalam antrian yaitu: PT. Rara Duta Armada, PT. Borneo 

Bahtera Abadi, PT. BULL, PT. Marindo Pacific, PT. Maritel 

Bahtera Abadi.  

  Gambar 4.15 Work Order (W/O) PT. Pertamina Hulu Mahakam 

      

                       Sumber: PT. Oremus Bahari Mandiri 

 

b. Adanya beberapa oknum owner kapal (PT. PNEP, PT. RAS, PT. 

Supraco Lines, PT. Kanaka) yang sulit untuk dihubungi dan slow 

respon untuk melakukan koordinasi dan komunikasi bila terjadi 

suatu masalah atau ada kekurangan kelengkapan dokumen 

shifting permit yang dibutuhkan seperti crew list dan sertifikat 

yang telah diperbaharui.  
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Hambatan-hambatan diatas sangat berpengaruh terhadap 

optimallisasi kelancaran pelayanan Shifting Permit kapal milik PT. 

Pertamina Hulu Mahakam oleh PT. Oremus Bahari Mandiri di 

kantor KUPP kelas III kuala samboja, apalagi dimasa situasi 

pandemi COVID-19, seperti ini dimana semua kegiatan aktivitas 

masyarakat Indonesia diatur oleh pemerintah Indonesia 

berdasarkan dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, 

guna mengurangi penularan virus COVID-19. Salah satu 

diantaranya: mengharuskan setiap pekerja baik di instansi 

pemerintah/swasta yang berada wilayah NKRI harus mengurangi 

pertemuan dengan orang banyak, dan jam kerja dikantor sebagian 

dialihkan dari rumah. Adapun aturan dari kantor KUPP kelas III 

kuala samboja yakni setiap agen atau orang yang melakukan 

kegiatan di kantor terebut harus meperlihatkan hasil negative tes 

Antigen atau surat keterangan bebas COVID-19. 

 

9. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-

hambatan yang timbul dalam proses pelayanan Shifting  

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi Dalam 

proses pelayanan shifting permit kapal PT. Pertamina Hulu 

Mahakam oleh PT. Oremus Bahari Mandiri mengambil langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Untuk hambatan mengenai informasi yang mendadak dan terjadi 

antrian di KUPP kelas III Kuala Samboja tidak dapat dicegah 

apalagi dihindari, dikarenakan kebutuhan kapal penunjang 

aktivitas pengeboran minyak itu sendiri.  Tetapi pengurusannya 

dapat diinisiasi dengan cara semua Surat Persetujuan Olah 

Gerak Kapal (SPOGK), diisi dan diprint sendiri oleh dan dikantor 

PT. Oremus Bahari Mandiri. Jadi petugas kantor KUUP kelas III 

Kuala Samboja tinggal melakukan pememeriksaan kelengkapan 

dokumen, sehingga proses pengurusan dokumen Shifting Permit 
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dikantor KUPP kelas III Kuala Samboja bisa berjalan dengan 

efektif & lancar. 

b. Sedangkan untuk terkait masalah dengan oknum dari pihak 

owner kapal (PT. PNEP, PT. RAS, PT. Supraco Lines, PT. 

Kanaka) yang sulit dihubungi untuk melakukan koordinasi dan 

komunikasi, maka PT. Oremus Bahari Mandiri mengambil 

langkah tegas dengan memberi peringatan pertama sampai 

ketiga, apabila peringatan tersebut tidak diindahkan. maka PT. 

Oremus Bahari Mandiri akan melaporkannya kepada PT. 

Pertamina Hulu Mahakam selaku pencharter dan pemilik tender, 

untuk diproses lebih lanjut. Koordinasi ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah mereka para owner memberikan amanah 

kepada PT. OBM untuk melakukan pengurusan dokumen yang 

mati ataukah mereka sendiri yang melakukan perpanjangan 

tersebut. Berikut daftar dan faktur pembayaran sertifikat yang 

telah di diurus oleh pihak PT. Oremus Bahari Mandiri sebagai 

agent yang ditunjukan kepada pihak owner: 

Gambar 4.16 Daftar dan Faktur Pembayaran Sertifikat. 

 

Sumber: PT. Oremus Bahari Mandiri 
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 
 
A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan mengenai optimalisasi pelayanan 

Shifting Permit di masa pandemi COVID-19 terhadap kapal PT. 

Pertamina Hulu Mahakam yang diageni oleh PT. Oremus Bahari 

Mandiri cabang Kuala Samboja yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya maka pada bab yang terakhir ini penulis merumuskan 

kesimpulan pembahasan sebagai berikut: 

1. Pelayanan Shifting Permit kapal PT. Pertamina Hulu Mahakam di 

PT. Oremus Bahari Mandiri, belum terlalu efektif dikarenakan adanya 

hambatan-hambatan dilapangan yang disebabkan oleh faktor 

manusia dan faktor alam yakni masalah kordinasi dan komunikasi 

antara oknum owner kapal dengan agent kapal dan wabah pandemi 

COVID-19 telah disebutkan pada bab sebelumnya, yang berdampak 

terhadap efektivitas & aktivitas pelayanan Shifting Permit itu sendiri. 

Terutama apabila banyaknya jumlah kapal yang akan di Shifting 

secara mendadak. 

2. Aktivitas Pelayanan Shifting Permit kapal PT. Pertamina Hulu 

Mahakam oleh PT. Oremus Bahari Mandiri, bisa berjalan dengan 

baik & efektif apabila suatu saat nanti wabah pandemi COVID-19 ini 

telah berakhir. Sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa 

beraktivitas normal kembali. Karena seperti yang kita ketahui wabah 

COVID-19 sangat berpengaruh sekaligus berdampak besar terhadap 

seluruh kehidupan & aktivitas masyarakat pada umumnya dan 

pelayanan shifting permit kapal PT. Pertamina Hulu Mahakam oleh 

PT. Oremus Bahari Mandiri pada khususnya.  
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B. Saran 

 Agar pelyanan Shifting Permit kapal PT. Pertamina Hulu Mahakam 

yang di ageni oleh PT. Oremus Bahari Mandiri cabang Kuala Samboja 

dimasa pandemi COVID-19 seperti ini, bisa berjalan dengan efektif. 

maka saya sebagai penulis berusaha memberikan saran-saran 

sebagai: 

1. Agar tidak terjadi pengurasan waktu dalam pelayanan Shifting Permit 

maka PT. Oremus Bahari Mandiri sebaiknya mengantisipasi 

terjadinya berbagai hambatan yang biasa terjadi seperti dokumen 

kapal yang telah habis masa berlakunya pada saat dokumen Shifting 

tersebut akan dibuat. Dengan cara selalu melakukan koordinasi 

dengan owner kapal untuk melakukan pengecekan dokumen kapal 

secara berkala agar dokumen selalu lengkap dan kapal bisa siap 

pakai. 

2. Agar dapat menjadi perusahaan pelayaran yang dapat bersaing 

maka PT. Oremus Bahari Mandiri cabang Kuala Samboja sebaiknya 

memperbaiki sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kedepannya 

agar menjadi lebih baik lagi. 
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1. Lampiran Pengecekan Dokumen 

 

 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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2. Lampiran Penyerahan Dokumen 

 

                         

                             Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

 

                                 

                             Sumber: Dokumentasi pribadi 
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                              3. Lampiran Wawancara 

 

 

       Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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4. Lampiran Penerapan Protokol Kesehatan 

 

a. Antigen 

 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

 

b. Hasil Antigen 

 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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       5. Lampiran Dokumen Kapal 

PAS BESAR 

          

Sumber: PT. Oremus Bahari Mandiri 
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SAFETY RADIO CERTIFICATE 

 
  Sumber: PT. Oremus Bahari Mandiri 
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SAFETY CONTRUCTION SERTIFICATE 
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CLASSIFICATION HULL SERTIFICATE 

 

Sumber: PT. Oremus Bahari Mandiri 

 

 

 



40 
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